
 

  

 
 

 

 
 
 

 BUPATI PULANG PISAU  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 
 NOMOR  75 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  

NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PULANG PISAU, 

 

Menimbang  

 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 
dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keuangan  
Daerah  serta ketentuan dalam BAB VI Poin D 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, dimana pergeseran anggaran dilakukan 

dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula 
anggaran yang mengalami perubahan baik berupa 

penambahan dan/atau pengurangan, maka  perlu 
menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pulang Pisau Nomor 52 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan  dan  
Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 

Anggaran 2023; 

b. bahwa dalam rangka mendukung upaya 
penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan 

Lahan  di Kabupaten Pulang Pisau yang saat ini 
dalam status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran 
Hutan dan Lahan; 

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal  
16 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas  Peraturan  

Menteri   Dalam  Negeri   Nomor   54  Tahun  2019  
tentang Pendanaan Kegiatan  Pemilihan  Gubernur,    
Bupati,   dan   Wali   Kota   Yang   Bersumber   Dari 

Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah, yang 
mengamanatkan dalam hal Hibah Kegiatan Pemilihan 

dilakukan secara bertahap maka pencairan 
dilakukan dengan dua tahapan, Tahap kesatu paling 

sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD 
dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung setelah penandatangan NPHD, dan  tahap 
kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari 
nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan 
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sebelum hari pemungutan suara; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan  Bupati  tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 52 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran  
Pendapatan   dan  Belanja Daerah Kabupaten    

Pulang Pisau   Tahun Anggaran 2023; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7423); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
4. Undang–Undang  Nomor   12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
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Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4828); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272);   
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);  
11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan 

Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 582), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor 26 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan  

Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39 Tahun  2020  
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 910);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781);  
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);  
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 972);  
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04),sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang 
Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang 
Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau 
Tahun 2023 Nomor 05); 

18. Peraturan  Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Pulang  Pisau Tahun 
2022 Nomor 08); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau 
Tahun 2023 Nomor  08);     

20. Peraturan  Bupati  Pulang  Pisau  Nomor  52     
Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor  052). 

 
 

 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan  
 

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023. 
{{ 

Pasal I 

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Pulang Pisau Nomor 52 

Tahun 2023  tntang  Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

Tahun 2023 Nomor 052) diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

semula sebesar Rp. 1.374.070.961.723,55 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh 
Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu 
Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Koma Lima Puluh Lima Rupiah) bertambah 

sebesar Rp. 9.330.000.000,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta 
Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.383.400.961.723,55 (Satu Triliun Tiga Ratus 

Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Juta Sembilan Ratus Enam Puluh 
Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Koma Lima Puluh Lima Rupiah)  

dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan Daerah 

 1. Semula Rp.   1.194.008.136.392,00 

 2. 
Bertambah/(berkurang) 

Rp. 
        9.330.000.000,00                 

 Jumlah Pendapatan Daerah setelah 
perubahan 

Rp.    1.203.338.136.392,00 

  

2. Belanja Daerah 

 1. Semula Rp.    1.374.070.961.723,55   

 2. 
Bertambah/(berkurang) 

Rp. 9.330.000.000,00                 

 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.383.400.961.723,55 

 

3. Pembiayaan Daerah   

 a. Penerimaan pembiayaan   

  1) Semula Rp. 186.062.825.331,55   

  2) 
Bertambah/(berkurang) 

Rp. 0,00 

  Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

setelah perubahan 

Rp. 186.062.825.331,55   

 b. Pengeluaran Pembiayaan   

  1) Semula Rp. 6.000.000.000,00                        

  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

setelah perubahan 

Rp. 6.000.000.000,00                        

 Jumlah Pembiayaan Netto setelah 

perubahan 

Rp. 180.062.825.331,55               
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2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II              
dan  Lampiran  III  yang merupakan  bagian tidak  terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan  Bupati ini dengan  penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau. 

 

 
 

 

  Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal, 01 November 2023 

 
 Pj . BUPATI PULANG PISAU, 

 
 

ttd 

 
 NUNU ANDRIANI 

Diundangkan di Pulang Pisau 

pada tanggal, 01 November 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

ttd 

 

TONY HARISINTA 
 

 
 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN  2023 NOMOR 075     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


